KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Km REPUBLIK INDONESIA
Komisi Pemberantasan Korupsi JI. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama . SJAFRIE SJAMSOEDDIN

NIK : 3175053010520001

Lembaga . KEMENTERIAN PERTAHANAN
Unit Kerja . PIMPINAN TERTINGGI

Sub Unit Kerja  : KEPALA LEMBAGA

Jabatan : MENTERI PERTAHANAN
Jenis Laporan  : Periodik - 2024
Tanggal Kirim : 18 Januari 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban
penyampaian LHKPN.

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2025-01-20 14:50:25
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : DONNY ERMAWAN T.
2. Jabatan : WAKIL MENTERI PERTAHANAN
3. NHK . 252042
. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 12.403.600.000

1. Tanah Seluas 2240 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL
SENDIRI Rp. 80.000.000

2. Tanah Seluas 1852 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL
SENDIRI Rp. 50.000.000

3. Tanah Seluas 658 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL
SENDIRI Rp. 25.000.000

4. Tanah Seluas 202 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI
Rp. 600.000.000

5. Tanah Seluas 833 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI
Rp. 30.000.000

6. Tanah Seluas 1369 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI
Rp. 35.000.000

7. Tanah Seluas 1885 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI
Rp. 35.000.000

8. Tanah Seluas 2720 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI
Rp. 50.000.000

9. Tanah Seluas 2720 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI
Rp. 45.000.000

10. Tanah Seluas 7191 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, HASIL SENDIRI
Rp. 450.000.000

11. Tanah dan Bangunan Seluas 395 m2/400 m2 di KAB / KOTA
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BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000.000

12. Tanah dan Bangunan Seluas 617 m2/187 m2 di KAB / KOTA
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000

13. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m2/195 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000

14. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/400 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 619.200.000

15. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/300 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 464.400.000

16. Tanah Seluas 20430 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL
SENDIRI Rp. 3.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 280.000.000

1. MOBIL, PAJERO SUV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
200.000.000

2. MOBIL, TOYOTA CAMRY SEDAN Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 550.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 4.165.768.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.556.199.063

F. HARTA LAINNYA Rp. =<t

Sub Total Rp. 18.955.567.063

. HUTANG Rp. -

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 18.955.567.063
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Km REPUBLIK INDONESIA
Komisi Pemberantasan Korupsi JI. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : TRI BUDI UTOMO

NIK : 3175050602710001

Lembaga . KEMENTERIAN PERTAHANAN
Unit Kerja . SEKRETARIAT JENDERAL

Sub Unit Kerja  : SEKRETARIAT JENDERAL

Jabatan : SEKRETARIS JENDERAL
Jenis Laporan  : Khusus - Awal Menjabat
Tanggal Kirim 18 Maret 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban
penyampaian LHKPN.

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2025-03-18 12:41:26
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL
I. DATA PRIBADI
1. Nama : TRI BUDI UTOMO
2. Jabatan : SEKRETARIS JENDERAL
3. NHK . 872299
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 303.559.998

1. Tanah Seluas 1102 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 303.559.998

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 800.000.000
1. MOBIL, MITSUBISHI PJ SP24LDAKAR-H4X48A Tahun 2019,
HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000

2. MOBIL, HONDA CIVIC 15TC RS CVT Tahun 2023, HASIL
SENDIRI Rp. 440.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -=--

D. SURAT BERHARGA Rp. 1.278.180.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.334.498.421

F. HARTA LAINNYA Rp. 2.200.000.000

Sub Total Rp. 8.916.238.419

. HUTANG Rp. ——-

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 8.916.238.419
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
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Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Km REPUBLIK INDONESIA
Komisi Pemberantasan Korupsi JI. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama . RUIF.G.P. DUARTE

NIK : 3175052801720002

Lembaga : KEMENTERIAN PERTAHANAN
Unit Kerja . INSPEKTORAT JENDERAL
Sub UnitKerja : INSPEKTORAT JENDERAL
Jabatan . INSPEKTUR JENDERAL

Jenis Laporan  : Periodik - 2024

Tanggal Kirim 26 Maret 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban
penyampaian LHKPN.

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2025-03-26 14:23:37



Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN
UNIT KERJA : INSPEKTORAT JENDERAL
I. DATA PRIBADI
1. Nama : RUIF.G.P. DUARTE
2. Jabatan : INSPEKTUR JENDERAL
3. NHK . 755230
. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 9.742.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 5.515.000.000

2. Tanah Seluas 1250 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 745.000.000

3. Tanah Seluas 1660 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 160.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 103 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , WARISAN Rp. 1.190.000.000

5. Tanah Seluas 1059 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI
Rp. 80.000.000

6. Tanah Seluas 750 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI
Rp. 60.500.000

7.  Tanah Seluas 2200 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 220.000.000

8. Tanah Seluas 1162 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 117.000.000

9. Tanah Seluas 1300 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 130.000.000

10. Tanah dan Bangunan Seluas 216 m2/250 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.525.000.000
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B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 851.500.000

1. MOTOR, HONDA TIGER Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp.
7.000.000

2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
8.000.000

3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
8.500.000

4. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2019, LAINNYA Rp.
400.000.000

5. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
300.000.000

6. MOBIL, DAIHATSU XENIA XENIA X AT Tahun 2018, HASIL
SENDIRI, WARISAN , Rp. 128.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. .

D. SURAT BERHARGA Rp. e

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 9.432.545.086

F. HARTA LAINNYA Rp. ——

Sub Total Rp. 20.026.545.086

. HUTANG Rp. ——-

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-111) Rp. 20.026.545.086
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

.Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN
UNIT KERJA : UNIVERSITAS PERTAHANAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SRI' YANTO
2. Jabatan : KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN
3. NHK : 550941
[I. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.368.125.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/109 m2 di KAB / KOTA
SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 461.250.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 738.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 97 m2/80 m2 di KAB / KOTA BOGOR,
HASIL SENDIRI Rp. 117.875.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 615.000.000

5. Tanah Seluas 766 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL
SENDIRI Rp. 1.025.000.000

6. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 51.250.000

7. Tanah Seluas 1280 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL
SENDIRI Rp. 76.875.000

8. Bangunan Seluas 33 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT ,
HASIL SENDIRI Rp. 369.000.000

9. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 768.750.000
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10. Tanah Seluas 108 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL
SENDIRI Rp. 240.875.000

11. Tanah Seluas 148 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, WARISAN Rp.
51.250.000

12. Tanah dan Bangunan Seluas 482 m2/55 m2 di KAB / KOTA
NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 179.375.000

13. Tanah Seluas 1661 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI
Rp. 76.875.000

14. Tanah Seluas 1843 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI
Rp. 102.500.000

15. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 51.250.000

16. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 471.500.000

17. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 471.500.000

18. Tanah dan Bangunan Seluas 193 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 516.000.000

1. MOBIL, NISSAN MARCH Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
63.000.000

2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000

3. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.

450.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 105.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 166.148.967
F. HARTA LAINNYA Rp. ==
Sub Total Rp. 7.155.273.967
. HUTANG Rp. 110.000.000
V. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 7.045.273.967
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
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Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama © H. HARIS HARYANTO
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL
3. NHK . 433569
. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.998.590.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 448 m2/100 m2 di KAB / KOTA
SLEMAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 952.572.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 207 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA
YOGYAKARTA , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.785.008.000
3. Tanah Seluas 1057 m2 di KAB / KOTA NGAWI, HIBAH DENGAN
AKTA Rp. 60.570.000
4. Tanah Seluas 4144 m2 di KAB / KOTA NGAWI, HIBAH DENGAN
AKTA Rp. 200.440.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 995.000.000
1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2008, HASIL SENDIRI
Rp. 105.000.000
2. MOBIL, TOYOTA LAND CRUISER Tahun 1979, HASIL SENDIRI
Rp. 70.000.000
3. MOBIL, NISSAN NISSAN SERENA SUV Tahun 2020, HASIL
SENDIRI Rp. 400.000.000
4. MOBIL, MITSUBISHI MITSUBISHI PAJERO Tahun 2021, HASIL
SENDIRI Rp. 420.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ==
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.583.865.000



KPK 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi

F. HARTA LAINNYA Rp.

Sub Total Rp. 5.577.455.000

1. HUTANG Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 5.577.455.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SUPO DWI DIANTARA
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL
3. NHK . 801629
. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.288.750.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 192.37 m2/196.89 m2 di KAB / KOTA
KOTA SURABAYA , HADIAH Rp. 1.515.500.000

2. Tanah Seluas 1624 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN,
HASIL SENDIRI Rp. 163.150.000

3. Tanah Seluas 72 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp.
82.550.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/127 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.020.500.000

5. Tanah Seluas 698 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 141.050.000

6. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 260.500.000

7. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/40 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 105.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 443.650.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.

3.900.000

2. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
14.000.000
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3. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
390.000.000

4. MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
24.000.000

5. LAINNYA, SEPEDA LISTRIK GT GE Tahun 2023, HADIAH Rp.
2.750.000

6. MOTOR, GREENTECH AERO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.

9.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 22.230.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.730.431.241
F. HARTA LAINNYA Rp. -—--
Sub Total Rp. 9.485.061.241
. HUTANG Rp. -—--
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 9.485.061.241
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN
UNIT KERJA : BADAN SARANA PERTAHANAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama © YUSUF JAUHARI
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 551292
. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.

1. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL
SENDIRI Rp. 346.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA
BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.616.000.000

3. Tanah Seluas 398 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL
SENDIRI Rp. 188.500.000

4. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL
SENDIRI Rp. 83.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

2.234.000.000

305.000.000

305.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 2.990.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. 600.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.570.069.354
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 8.699.069.354
. HUTANG Rp. =
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 8.699.069.354
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN
UNIT KERJA : BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ZAINUL ARIFIN
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 635017
. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

1.

Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/450 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 5.750.000.000

Bangunan Seluas 150 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 455.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/600 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 11.900.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 58 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

Tanah Seluas 948 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 115.000.000

Tanah Seluas 1048 m2 di KAB / KOTA LOMBOK UTARA, HASIL
SENDIRI Rp. 165.000.000

Tanah Seluas 2047 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

1.

2.

MOBIL, TOYOTA VELFIRE Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
490.000.000
MOBIL, MITSUBISHI XFORCE Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
350.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

Rp.

Rp.

19.635.000.000

840.000.000

1.565.000.000
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D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 32.200.081.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 7.915.000.000

Sub Total Rp. 62.155.081.000

. HUTANG Rp. 1.175.900.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 60.979.181.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN
UNIT KERJA : BADAN INSTALASI STRATEGIS PERTAHANAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ROBI HERBAWAN
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK . 895282
. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.227.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 141 m2/141 m2 di KAB / KOTA
GOWA, WARISAN Rp. 90.000.000
2. Tanah Seluas 75000 m2 di KAB / KOTA ACEH TENGAH, HIBAH
DENGAN AKTA Rp. 187.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 49 m2/49 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG SELATAN, LAINNYA Rp. 4.500.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 620.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.

620.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 75.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -—--
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 91.052.797
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 6.013.552.797
. HUTANG Rp. 3.200.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.813.552.797
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN
UNIT KERJA : UNIVERSITAS PERTAHANAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : LAKSMA TNI ISAM ADI
2. Jabatan : SEKRETARIS LEMBAGA
3. NHK . 799796
. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.599.154.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 81 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 345.840.000

2. Tanah Seluas 166 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR ,
HASIL SENDIRI Rp. 461.314.000

3. Tanah Seluas 294 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR ,
HIBAH TANPA AKTA Rp. 792.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 458.100.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.
4.100.000

2. MOBIL, HONDA FREED Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
152.000.000

3.  MOBIL, HONDA HRV/MINIBUS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.

302.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.

D. SURAT BERHARGA Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 53.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp.
Sub Total Rp. 2.110.254.000

lll. HUTANG Rp.
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.110.254.000

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN
UNIT KERJA : PUSAT LAPORAN DAN PEMBINAAN KEUANGAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : DELVI
2. Jabatan : KEPALA PUSAT
3. NHK : 963888
II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

1.

Tanah Seluas 521 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL
SENDIRI Rp. 90.000.000

Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL
SENDIRI Rp. 40.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/72 m2 di KAB / KOTA BOGOR,
HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

Tanah Seluas 1560 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL
SENDIRI Rp. 200.000.000

Tanah Seluas 597 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL
SENDIRI Rp. 130.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 103 m2/103 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

Tanah Seluas 202 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp.
300.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.230.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 3.940.000.000

Rp. 365.000.000
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1. MOBIL, CHEROKEE JEEP Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp.
70.000.000

2. MOBIL, TOYOTA HARDTOP Tahun 1978, HASIL SENDIRI Rp.
80.000.000

3. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000

4. MOBIL, MITSUBISHI SUV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

200.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 450.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 158.055.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -—--
Sub Total Rp. 4.913.055.000
. HUTANG Rp. 180.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 4.733.055.000
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL
I. DATA PRIBADI
1. Nama : HERU PURWANTO
2. Jabatan : KEPALA BIRO
3. NHK . 880183
. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.660.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/100 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 555.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 179 m2/100 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.105.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 94.000.000
1. MOBIL, TOYOTA TOYOTA YARIS Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 90.000.000

2. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.

4.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 328.975.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 995.962.822
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 3.078.937.822
lll. HUTANG Rp. o
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 3.078.937.822
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL
I. DATA PRIBADI
1. Nama © M. HELMY ZULFADLI LUBIS
2. Jabatan : KEPALA BIRO
3. NHK : 1002931
. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN
1. Tanah Seluas 140 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 75.000.000
2. Tanah Seluas 135 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN
1. MOBIL, MERCEDES BENZ C 200 Tahun 1996, HASIL SENDIRI
Rp. 50.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 250.000.000
3. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
18.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
17.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA
SURAT BERHARGA
KAS DAN SETARA KAS

nom o 0

HARTA LAINNYA

Sub Total

[ll. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111)

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

225.000.000

335.000.000

15.500.000

188.350.510

763.850.510
171.000.000
592.850.510

Catatan:



Komisi Pemberantasan Korupsi

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



